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DHARMMO'ITAMASATYA PRAI A 

PEJ\IERINTAH KABlll'ATEN SEMARANG 
PERATURAN DAERAH KABUPATllN SEMARANG 

NOMOR 14 TAHUN2000 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASY ARAKAT AN 

DI DESA DAN KELURAHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA.ESA 

BUPATI SEMARANG, 

bahwa dengan diundangkannya Undang • undang Nomor 22 Tahun 
I 999 tentang Pemerintaban Daerah dan berlakunya Keputusan Meoteri 
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tCIIWl8 Pcdoman Umum 
Pengaturan mengeoai Desa, maka dipandang pe,lu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentulcan Lembaga 
Kemasyaralcatan di Desa clan Kelutahan ; 

I. Undang • undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukao 
Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas• 
batas Wilayab Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat Il 
Semarang ( Lembaran Negara Tahuo 1958 Nomor 118, Tambaban 
Lembaran Negara Nomor I 652 ) ; 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerab ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembatan Negara Nomor 3839 ) ; 

4, Perawran Pemerintah Nomor 16 Tabun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat U Semarang ( Lembaran Negara Tabun 
1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079); 

5. Peraturan Pemcrintab Nomor 69 Tabun 1992 tentang Perubahan 
Batas Wilayab Kotamadya Daerah Tingka, n Salaliga dan 
Kabupaten Daerab Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara 
Tahun I 992 Nomor I 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3500) ; 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tabun 1999 tentang 
Pedoman Umum Pengaturao Mengenai Desa ; 

7. Peraturan Oaerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000 
tentang Pedomao Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tabun 2000 Nomor 18 ); 
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8. Peraturan Dacrab .Kabupatc,i Semarang Nomor 5 Tahun 2000 
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata J<e,ja Pemerintah 
Desa (Lembaran Daerab .Kabupaten Semarang Tabun 2000 Nomor 
19 ); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2000 
tenrang Peraturan Dcsa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2000 Nomor 22 ); 

Memperl,atilcan: 1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tenrang Manual 
Penyusunan Produk Hulrum D1lerah ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2000 Nomor 11 ) ; 

Meoetapkan 

--·-·-- . . 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat .Daerah J<abupaten Semarang 
Nomor 12 Tahun 2000 tenrang Pe,setujuan Penetapan Pcraturan 
Daerah Kabupateo Semarang Tenrang Pemerintahan 
Desa/Kelurahan ; 

Dco!Pln pcrsctujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN SEMARANG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN 

LEMBAGA KEMASY ARAKAT AN DI D.ESA DAN KELURAHAN . 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud den!PID : 

I . Lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan adalah lembaga yang 
tumbub dari, oleb dan uotuk masyarakat dan mcrupalr.an wabana 
parti.sipasi masyarakat daiaJn pembangunao yang memadukao 
pelaksanaao berbag;li kegiatan Pemeriotah dao prakarsa serta swadaya 
gotong royong masyarakat dalam segata aspek kehidupan dan 
penghidupan dalam raogka mewujudkan partisipasi, demokratisasi dan 
pemberdayaao masyarakat. 

2. Desa adalab kesatuao masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 
untuk mengatur dan meogwus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setentpat yang diakui dalam sistem 
Pemerintaban Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Semarang. 

3. Lembaga Ketabaoan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD 
adalah Lembaga masyarakal yang ada di Desa atau Keluraban yang 
tUmbuh dari oleh dan untuk masyarakat me:rupakan wabana partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan yang memadukao pclaksanaao berbagai 
kegiatan Pemoriotab dao prakarsa sena gotong royong masyarakat dalam 
rangka mewujudkan ketabaoao Nasional, yang meliputi aspek-aspek 
idiologi, politilc,elcooomi.sosial budaya ,agama dan perrahanan keamanan. 
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4. Pembinaan Kesejabteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PK.K 
adalab suatu lembaga yang mewadahi geralran pembangunan masyaralcat 
yang tumbuh dari bawab dcngall wanita sebagai motor penggeraknya 
untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam 
masyarakat menumbuhkan,menghimpun,mengarabkan dan membina 
keluarga guna mewujudkan keluarga sejabtera 

5. Rukun Tetansga dan Rukun Warga selanjutnya disingkat RT dan RW 
adalah organisasi masyarakat yang dialcui dan dibina oleh Pemerintah 
untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat 
Indonesia yang berdasarlcan Kegotong royongan dan kckeluargaan sena 
uOlllk membanw meniogkatkan kelancaran pelaksanaan rugas 
pemerintahan, pembangunan kemasyaralcatan di Desa dan Keluraban. 

6. Katang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan genera.'li 
muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial 
dari, oleh, dan, untuk masyanikat, terutama generasi muda diwilayab 
Desa/Kelurahan, bergenik terutama dibidang kesejahteraan sosial, yang 
secara fung,ional dibina dan dikembangkan oleh Dina.s Sosial. 

7. Pertahanan Sipil yang selanjutnya disingkat Hansip adalab Pertahanan 
Non Militer yang merupalran bagian integral dalam sistem Pertahanan 
Keamanan Nasional (}tankamnas) yang mcliputi kcgiatan di bidang 
perlindungan masyarakat dalam rangka ketabanan Nasional . 

8. KeJompok Tani adalab suatu kumpulan para petani sesuai jenis usabanya . 

9 Persatwu, Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah 
persatuan petani pemakai air irigasi dalam satu hamparan sawab yang 
bertujuan untuk meningkatkan usaha tani 

10. Keputusan Kepala Kelurahan adalah Keputusan yang dibuat oleh Kcpala 
Kelurahan sebagai tindak lanju, basil musyawarab Kehnhan atau 
Ketentuan lain yang bersifat mengatur dan menetapkan serta mcngikat 
bagi peoduduk diwilayabnya. 

11. Peroerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

12. Pemcrintaban Desa adalab kegiatan Pemerintaban yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Dcsa dan Badan Perwakilan Desa . 

BABn 

TUJUAN 

Pasal2 

Tujuan pembentukan L<m1baga Kemasyarakatan di Desa dan Keluraban 
adalah: 
a. Untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat, 

yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta menghimpun 
seluruh potensi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan nikyaL 

b. Agar terdapat keterpaduan langkah antara Pemerintah Desa dan 
Kelurahan dengan masyarakat yang temimpun dalam Jembaga 
kemasyarakatan, baik dalam pereocanaan,pelaksanaan,maupuo 
pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. 
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BABill 

NAMA LEMBAGAKEMASYARAKATAN 

Pasal 3 

(!) Nama lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dJlpal seperti : 
LKMD, PICK, RT, RW, Karang Taruna, Hansip, Kelompok Tani, P3A 
atau Lembaga Kemasyarakatan laln. 

(2) 1umlab dan sebutan lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan 
scbagaimana di.maksud dalaro ayat (I), disesuaikan dengan kebutuhan 
dan situasi konclisi Desa dan Kelurahan setcmpat. 

BABN 

MEKANISME PEMBENTUKAN 

Pasal 4 

(I) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 3 
diusulkan dan dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat . 

(2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana climalcsud dalarn ayat (1) 
ditetapkan dengao Peraturan Desa. 

(3) Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan dalam forum 
Musyawarah Kelurahan dengan Keputusan Kepala Kelurahan. 

BAB V 

SUSUNAN ORGANISASJ DAN MASA BAKTI 

Pasal 5 

(1) Susunan organisasi Jembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 
dalam PasaJ 3 terdiri dari : 
a. Unsur pimpioan 
b. Unsur peJaksana 

(2) Jumlah dan sebutan unsur pimpinan dan unsur pelaksana sebagaimana 
dimalcsud ayat (1) clisesuaikan dengan korulisi sosial budaya masyarakat 
Desa dan Kelurahan setempat. 

Pasal 6 

Sepaojang Desa dao Kelurahan tidak menentukao lain, maka masa bakti 
Pengurus Lembaga Kemasyarakatao di Desa dan Kelurahan adalab 5 (lima ) 
tabun 

BAB VJ 

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI • 

Pasal 7 

Lcmbaga Kemaayarakatao di Desa dan Kelurahao berlcedudukan sebagai mitra 
kerja Pemerintab Desa dan Kelurahan yang secora orsanisasi berdiri seodiri . 
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Pasa!S 

Tugas Pokok Lembaga Kemasyaralcatan adalah membanru Pemerintah Dcsa 
dan Pemerintah Kelurahan , dalam ha) : 
a. perencanaan, pclaksanaan, pengawasan dan pengendalian Pembangunan ; 
b. men!!SerakkJln dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat unruk 

melaksanakan pembarlgunan secara te,padu bail< yang beraaal dari berbagai 
kegiatan pe.merintah maupun swadaya gotong royoog masyarakat ; 

c. menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan 
kelahanllo masyarakat di De8a dan Kelurahan 

Pasal 9 

Dalam melaksanakao tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Lembaga 
Kemasyarakatan di Desa dan Keluraban mempunyai fungsi : 
a. sohagai wadab partisipasi masyarakat dala!n merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan ; 
b. menggali,memanfaatkan poteasi dan menggeraldcan ·swadaya gotong 

royong masyaralcat scsuai tugas Jembaga kemasyarakatan ; 
c. sehagai sarana komunikasi timbal balik antara Pemerintah Desa dan 

Kelurahan dengan masyaralcat ; 
d. meningkatkao pengetahuan dao ketrampilan masyarakat . 

BAB Vil 

TATA KERJA 

Pasal 10 

(I) Dalain melaksanakan rugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 para 
pengurus Lembaga Kemasyarakatan di .Desa dan Kelurahan 
mengutamakan prinsip kete,paduao. 

(2) Hal-hal yang berkaitan dengan Mekanisme, Tata Kerja dan Prinsip 
Opetasional lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahao disesuailcan 
dengan sifat dan fungsi lembaga kemasyaralcatan yang bersangkutan dao 
disusun dan dibuat oleb pemrakarsa dan diruangkan dalam Keputusao 
Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan. 

BAB vm 

HAK, WEWENANG DANKEWAJIBAN 

Pasal II 

(1) Hale dan Wewenang Lembaga Kemasyarakatan di D<,sa dan Kelwahan 
adalah menyaropaikan saran atBU usul peodapat dan penimbangan kepada 
Kepala Desa dan Kepala Kelurahan mengenai hal-hal yang berbubungan 
deogao perencaoaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian 
pembangunan. 

(2) Kewajibao Lembaga Kemasyaralcatan di Desa dan Kelurahao adalah 
Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 dan 9. 
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BAB IX 

KETENTOAN PERALIBAN 

Pasal 12 

Lembaga Kemasyarakalan yang swlah ada di De.,a dan Kelurahan agar 
meoyesuaikan dengan PeralW'IJI Daerah ini. 

BABX 

KET.BNTOAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraruran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen8llll<fangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang. 

Ditetapkan di U.ngaran 
Padatanggal 10-,c-.:zo<>o 

G, 

TNO 

DAJ~oANGKAN Lff4!AJWHlAERAH I 
TAii 

TAI/GG<IL: 11-,9 .:iooo 
El!AH 

' \ 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

NOMOR 14 TAHUN 2000 

TENTANG 

PEDOMANPEMBENTUKANLEMBAGAKEMASYARAKATAN 

Dl DESA DAN KEUJRAHAN 

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA 

BUPATI SEMARANG , 

L UMIJM. 

Berdasarkan Pasal 111 Uodang-undang Nomor 22 Tahuo 1999 tentang 

Pemerintaban Dacrah, Y&ll8 menyatakan t,ahwa " PengatUran ldlih laojut IIIC08eoai Desa 

ditetapkan cWam Peraturan Daerah Kabupatcn, sesuai deogan pedoman umum yang 

ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini ", malra keluarlah Kepuwsan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahuo 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan 

Mengenail>esa. 

Salab satu Peraturan Daerah Kabupateo Semarang dalam rangka 

melalcsanabn ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tamm 1999 dan Keputusan 

Menteti Dalam Ncgeri Nomor 64 Tahuo I 999 tersebut diaras adalah Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang tentang Pedoman Pem~tukan Lembaga Kemasyarak11tan Di Desa 

dan Kelurahan. 

D. PASAL DE.Ml PASAL. 

Paul I 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Culrup jelas 

PA$1I 3 

Cul<Up jelas 

Cukup jelas 
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PNAI S 

Culrup jelas. 

Posa.I 6 

Culrup jelas . 

Pual 7 

Organisasi berdiri sendiri maltsudnya adalah bahwa pengelolaannya dilakukan 

secara mandiri dan profesional dan Pengurus bukan dari U nsur Pemerintah Desai 

Kelurahan serta bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa / Pemerintah 

Kelurahan. 

Pasal I 

Cukupjelas 

Pasal 9 

Cukupjelas 

Pasal 10 

Cukupjelas 

Pasal 11 

Cukupjelas 

PNAI 12 

Cukupjelas 

Pull 13 

Culwpjelas 

- ~ 


